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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000

tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
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12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Lurah adalah kepala kelurahan.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan.

10.Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah kabupaten.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya,

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah

Kabupaten dalam wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Camat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
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a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau

kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan desa atau kelurahan.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

(5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

(1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan

prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Lurah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Camat;

b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan di wilayah Kelurahan.

(7) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretaris Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

(8) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan

fungsi Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Tugas dan fungsi organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi

Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun

2005 tentang Organisasi Kelurahan, tetap dilaksanakan sampai dengan

berakhirnya Tahun Anggaran 2007 dan menjadi tanggung jawab pejabat

lama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Organisasi Kelurahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi

Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor

1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2005

tentang Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2005 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkaan di Tanjungpandan

pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 22
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LAMPIRAN I  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : Desember  2007

C A M A T

SEKRETARIS
KECAMATAN

SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN

SOSIAL

D E S A KELURAHAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

DAN UMUM

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
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LAMPIRAN II  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : Desember  2007

L U R A H

SEKRETARIS
KELURAHAN

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SEKSI
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN

SOSIAL


